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LAPORAN SINGKAT 

KOMISI V DPR RI

(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT; 

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  DAN TRANSMIGRASI; 

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA; 
BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/SAR, BPLS DAN BPWS)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Tahun Sidang
	:
	2015 – 2016

	Masa Sidang
	:
	II

	Rapat
	:
	Ke - 

	Jenis Rapat
	:
	Rapat Tim Perumus

	Hari/Tanggal
	:
	Rabu, 16 November 2016

	Sifat
	:
	Tertutup

	Pukul
	:
	20.40 WIB s.d 22.30 WIB

	Tempat
	:
	Ruang Rapat Tambora, Hotel Sultan Jakarta

	Acara
	:
	Membahas dan merumuskan RUU tentang Jasa Konstruksi

	Ketua Rapat
	:
	Michael Wattimena, SE, MM

	Sekretaris
	:
	Dra. Prima MB. Nuwa, Msi

	Hadir Anggota
	:
	      dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI

	Hadir Pemerintah
	:
	Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; beserta jajaran terkait lainnya.


KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1.
Rapat dibuka pukul 20.40 wib setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum. 
2.
Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Tim Perumus hari ini adalah untuk membahas  dan merumuskan RUU tentang Jasa Konstruksi, dan akan dibacakan secara berurutan dimulai dari Judul RUU. 
3.
Ketua Rapat mempersilakan kepada Pemerintah dan anggota Tim Perumus DPR RI apabila ada usulan atau tanggaan terhadap rumusan RUU tentang Jasa Kontruksi. 
II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT
Disetujui Judul RUU sampai dengan Pasal 1 angka 8 sebagaimana terlampir.
III. PENUTUP

       
Rapat diskors pukul 22.30 WIB, dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 17 November 2016 pukul 14.00 WIB
     Jakarta, 16 November 2016

	MENTERI PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASOEKI HADIMOELJONO
	KETUA RAPAT,

MICHAEL WATTIMENA, SE, MM 


	NO DIM
	BAHAN TIMUS
	KEPUTUSAN PEMBAHASAN TIMUS

	1. 
	RANCANGAN 
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
	RANCANGAN 
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

	2. 
	Menimbang:

a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
	Menimbang:

a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

	3. 
	b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
	b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;

	4. 
	c. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;
	c. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;

	5. 
	d. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa konstruksi;
	d. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa konstruksi;

	6. 
	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang Undang tentang Jasa Konstruksi;
	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang Undang tentang Jasa Konstruksi;

	7. 
	Mengingat: 

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
	Mengingat: 

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

	8. 
	Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
	Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

	9. 
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:  UNDANG‑UNDANG TENTANG  

                      JASA KONSTRUKSI.
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:  UNDANG‑UNDANG TENTANG  

                      JASA KONSTRUKSI.

	10. 
	BAB I 

KETENTUAN UMUM

	BAB I 

KETENTUAN UMUM

	11. 
	Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
	Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

	12. 
	1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
Alternatif:

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi termausk pengembangan dalam bentuk penyediaan bangunan.
	1. 
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.  

	13. 
	2. Konsultansi Konstruksi adalah layanan jasa keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan suatu bangunan.
Alternatif:

Konsultansi Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
	2. 
Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

	14. 
	3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
	3.
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
3a.
Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan. 

(Pending menunggu pembahasan batang tubuh terkait penyediaan bangunan, 16 Nov 2016)

	15. 
	4. Pengguna Jasa adalah pemberi atau pemilik Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
Alternatif:

Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
	4. 
Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.

	16. 
	5. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. Konsultansi Konstruksi dan/ atau Pekerjaan Konstruksi.
	5. 
Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. 

	17. 
	6. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
	6. 
Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.

	18. 
	Penghapusan BSRJK (Kep.Panja tgl 24 Agustus 2016)
	

	19. 
	7. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
	7. 
Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

	20. 
	8. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman keteknikan teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
	8.
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.


